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Tiga Kepala Dinas Diberi Mobdin Baru 

 

 

Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,01/2/2024 

 

BONTANG – Pengadaan mobil dinas (Mobdin) baru tidak hanya menyasar Forum 

Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan seluruh kepala bagian di Sektor Bontang. 

Beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga menganggarkan pengadaan 

serupa. 

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Kota (Sekkot) Aji Erlynawati membenarkan ada 

kendaraan pejabat OPD yang perlu diganti.  “Mobil yang diganti itu usianya sudah tua. 

Rata-rata 10 tahun ke atas,” kata pejabat yang akrab disapa lin. 

Penggantian ini dalam rangka efisiensi anggaran pemeliharaan. Sebab, semakin tua usia 

kendaraan, biaya pemeliharaan yang dikeluarkan cukup besar. Padahal, kendaraan ini 

berfungsi untuk mendukung mobilitas pejabat yang bersangkutan. “Tentunya pengadaan 

itu bertahap. Melihat usia kendaraan dan kemampuan kas daerah,” ucapnya. 

Adapun OPD yang menganggarkan pengadaan mobdin bagi pejabat eselon II yakni 

Sekretariat DPRD (Sekwan), Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM), serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mengacu Sistem Informasi 

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) masing-masing OPD anggarannya mencapai 

Rp658.627.000. “Seluruh pengadaan melalui e-katalogi,” tutur dia. 

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika menganggarkan pengadaan kendaraan 

dinas jabatan. Pagu anggarannya Rp1,1 miliar. Jumlah yang tertuang ialah satu paket. 

Dipastikan kendaraan bertipe minibus. 

Inspektorat dan Sekretariat DPRD pun membutuhkan kendaraan operasional. Belum 

diketahui berapa unit yang akan diberi masing-masing. Tetapi jenisnya ialah minibus. 

Dengan pagu anggaran per OPD Rp752 juta. 
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Diberikan sebelumnya, pengadaan Mobdin menyasar pejabat kepala bagian di 

sekretariat kota (Setkot). Berdasarkan laman Sistem Informasi Rencana Umum 

Pengadaan (SIRUP), total anggaran yang digelontorkan Rp3,3 miliar. Mekanisme 

pengadaan yakni e-katalog. Pengadaan ini diperlukan karena kondisi kendaraan yang 

saat ini digunakan sudah berusia tua. 

Ada sembilan posisi kepala bagian Setkot. Mulai Kabag Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan, Pemerintahan, Hukum, Organisasi, Umum, Perekonomian dan SDA, Kesra, 

Pengadaan Barang atau Jasa, serta Administrasi Pembangunan. (ak/ind/k16) 

 

Sumber berita: 

1. Kaltim Post, Tiga Kepala Dinas Diberi Mobdin Baru, 01/02/24 

 

Catatan: 

1. Berdasarkan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 

2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah 

(Permendagri 7/2006), kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah 

daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan 

perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan 

kendaraan dinas khusus/lapangan. 

2. Dijelaskan dalam Pasal 13 Permendagri 7/2006 bahwa kendaraan dinas meliputi: 

a. kendaraan perorangan dinas; 

b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan 

c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan. 

3. Dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri 7/2006 diatur bahwa kendaraan dinas 

operasional/kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan untuk 

kegiatan operasional perkantoran. 

4. Diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Permendagri 7/2006 bahwa kendaraan dinas 

operasional/kendaraan dinas jabatan diperuntukkan bagi pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota. 

5. Dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (3) Permendagri 7/2006 bahwa kendaraan dinas 

operasional/kendaraan dinas jabatan dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, 

eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V. 

 
i Dikutib dari https://bpbj.sbbkab.go.id, e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat 

informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk 

dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan 

informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. 


